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BUPATI LIMA UH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 00.7.2/264/BUP-LK/IX /2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Menimbang

TAHUN 2023
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

. bahwa dengan adanya perubahan terhadap

Kencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
vang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima
Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023, perlu dilakukan penvesuaian kembali
terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2023;

. bahwa penyesuaian terhadap Rencana Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dilekukan berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan 11
Tahun 2023;

. bahwa sesual ketentuan pasal 367 Peraturan

Menterdn Dalam Negern Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Pamjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat
Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam hurufl a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2023;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);



10.

11.

12,

13,

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Kencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomeor 1212);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2022);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah {RPJPD) Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
27);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
& Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat
Momor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kenja
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022 Nomor 19);

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat
Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023 [Berita Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2023 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Lima Puluh Keota Tahun 2011
MNomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor
L5);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana
Pembangunan Janghka Menengah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);

17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36
Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36);

18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40
Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2023 (Berita Dacrah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 40);

19. Peraturan Bupat Lima Puluh Kota Nomor 17
Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor
17).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2023 (Renja PD) sebagaimana dimaksud Dikium
KESATU disusun dengan tujuan sebagai berikout :

a. Tersedianva satu dokumen perencanaan
pembangunan tahunan Perangkat Daerah (PD)
vang memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan
staf PD dalam melaksanakan perubahan program,
kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023;

b, Menjadi pedoman dalam pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan
sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan
tupoksi pada masing-masing PD; dan

c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan

Perubghan Rencana Kerja dan  Anggaran
(Perubahan RKA) PD tahun 2023,

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun
dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Bistematika Penulisan



KEEMPAT

BABIl : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI

DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah Sampai Dengan
Triwulan II Tahun 2023

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Penelaahan Usulan Program dan
Kegiatan Masyvarakat

BABIIl : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

BABIV : PENUTUP

=
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- Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

aimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri
dari:

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat;
Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang;

Perubahan Rencana Kerja S8atuan Polisi Pamong
Praja;

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam
Kebakaran;

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial;
Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja;

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika;

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olah Raga;

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayvaan
Masyarakat dan Desa/Nagari;
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18.
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25.
26.

27.
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30.
31.
32,
33,
34,

33,
36,

37.
38,

39.

40,

41.

42,

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan
Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan;

Perubahan Hencana Kerja Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan;

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan;
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan,
Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan,

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan;

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan;
Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik;

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunuang
Omeh;

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bukik
Barisan,

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Guguak;
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan
Payalumbuh;

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Luak;
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago
Halaban;

Perubahoan Rencana Kerja Kecamatan Situjuah
Limo Nagari;

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Harau;
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan
Koto Baru,

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kapur LX.

: Perubahan Renja Peranglat Daerah Tahun 2023,

secbagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi
pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun
Perubahan RKA Tahun 2023.




KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 39 September 2023




KATA PENGANTAR

Pujl dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allsh SWT, karena berkat rahmat dan karunia-
Nya kam| dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023,

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Pasal 343-368 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor B6 Tahun 2017, maka Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah Tahun 2023 yang telah diverifikasi dan disempurnakan untuk dicetak menjadi
Perubahna Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Dalam penyusunannya Renja ini berpedoman kepada Perda Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026, dalam
sistemnatika penulisan Renja Perangkat Daerah sesual dengan Permendagri MNo. 90 Tahun 2019,

Pada Akhirnya kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 masih befum sempurna, untuk ftu saran dari pihak
terkait sangat kami hargai sebagal pembelajaran (leaming Process) demi penyempurnaan
Rencana Kerja (Renja) dimasa yang akan datang.

Payakumbuh,  Agustus 2023
KEPALA DINAS

DAN INFORMATIKA,
W PULUH KOTA

| H L HH
NIP. 19631206 198903 1 009
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BAB I
PENDAHULUAN

Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional {UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Neger|
Nomor B6 Tahun 2017 Pasal 343 — 368 bahwa seluruh Perangkat Daerah (PD) agar melakukan
penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 berdasarkan
Peraturan Bupati Lima Pulub Kota Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dengan melakukan perubahan program, kegiatan,
Subkegiatan, indikator, pagu indikatif dan hal terkait lainnya.

Perubahan dilakukan akibat adanya ketidaksesuain rencana kerja dengan perkembangan
asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonom| dan keuangan daerah serta perubahan
kebijakan nasional maupun provinsl, sehingga mempengaruhi pelaksanaan program, kegiatan
dan Subkegiatan OPD secara langsung atau tidak langsung. Menindaklanjuti hal tersebut,
penyusunan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dilakukan dengan
tetap merujuk kepada Renstra Dinas Komurnikasi dan Informatika Tahun 2021 - 2026 serta
memperhatikan Program prioritas yang telah dituangkan didalam dalam Dokumen Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

1.1. Latar Belakang

Adapun dokumen Renja Perubahan Dinas Komunikasl dan Informatikka Tahun 2023
memuat penyesuaian perkembangan prioritas daerah. Hal ini dilakukan akibat adanya
perkembangan kondisi dan progres keglatan di lapangan. Perubahan juga dilakukan dalam upaya
mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia sehingga menghasilkan output dan
memberikan outcome yang mendukung pencapaian target renstra Dinas Komunikasi dan
Informatika secara khusus dan RKPD serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Kabupaten secara umum.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 mengakomodir
adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika selama Buian
Januari 2023 sampai dengan Juni 2023 sehingga diperiukan perubahan rencana kegiatan tahun
2023. Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Lima Puluh Kota
1
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Tahun 2023 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)
Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran
2043,

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Momor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 3881);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penylaran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomaor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4252);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasl Publik.
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoresia Tahun 2015 Momor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasl Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Fepublik
Indonesia No. 4817);

Z
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10.

1l.

12,

13

14,

15.

16,

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negars
Republik Indonesia No. 5887 );

Pergturan Menteri Kominfo Nomor 41/PERMEN KOMINFO/11/2003 tentang Panduan
Umum Tata Kefola Teknologl Informasi dan Komunikasi Nasional.,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaar,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan
daerah tentang RPIP Daerah, RPIMD, serta tatacara perubahan RPIP Daerah dan RPIMD
dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 MNomor 1312);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkiatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1),

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011
Momor 10) ;

Peraturan Daerah Kabupaten LUima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomaor
2}

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3)

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Momor 4 Tahun 20523 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 — 2043 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 4);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. (Berita
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 113);

E]
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19, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas
Komunikasl dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026. (Berita
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 62);

20, Peraturan Bupatl Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Afas
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023, (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 17);

1.3, Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023
adalah sebagai acuan untuk sinergisitas antara penyusunan perencanaan  program
pembangunan, penganggaran serta pengawasan pembangunan tahun 2023 yang mengacu pada
Renstra Dinas Komunlkasi dan Informatika Tahun 2021 - 2026 agar terwujudnya efektifitas
alokasi anggaran dalam pembangunan,

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Dinas Komunikasl Dan Informatika
ditujukan untuk:

1. Sebagai pedoman dalam peryusunan rencana Perubahan kegiatan dan anggaran Dinas
komunikasl dan Informatika 2023.

2. Menjamin tercapainya koordinasl, integrasi, sinkronisasl dan sinerg pelaksanaan program
dalam rangka mendukung program pemerintah daerah,

3. Mengakomodir perubahan - perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan
keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat
perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran

4. Menjaga kontinultas keglatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan
daerah,

5. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Dasar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
Dinas Komunikasi Dan Informatika pada tahun 2023.

4
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1.4.

Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatia Tahun 2023 terdiri dari beberapa
Bab sebagal berfkut:

L.

1L

Pendahuluan

Pada bagian inl dijelaskan mengenal gambaran umum pemyusunan Renja Perubahan OPD
yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga
substansi pada bab-bab berikutrya dapat dipahami dengan baik

Evaluasi Renja sampal dengan Triwulan II Tahun 2023,

Memuat evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun
2023 hingga Triwulan I1. selanjutnya dikaitkan pula dengan pencapaian target Renstra Dinas
Komunikasi dan Informatika serta capalan lainnya terkait indikator kinerja kund (IKK)
maupun indikator terkalt lainnya,

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memaparkan perbandingan program, kegiatan dan Subkegiatan dari sebelum dan
sesudah perubahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika 2023.

Penutup

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun adanya ketersedian anggaran tidak sesual dengan kebutuhan,
kaldah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
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BAB I
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2023.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah penjabaran perencanaan tahunan dari
Fenstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Renja juga merupakan alat ukur untuk mengevaluasi
pelaksanaan program, kegiatan atau Subkeglatan yang telah di susun melalul Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan bentuk perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungiawabkan keberhasllan atau kegagalan pelaksanaan misl organisasi dalam
mencapai tujuan atau sasaran yang telah di tetapkan, melalul suatu media pertanggungjawaban
yang dilaksanakan secara Peripdlk. Terkait dengan hal tersebut Renja Perubahan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota meyajikan dasar pengukuran kinerja
kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran darl hasll apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika setelah evaluasi pelaksanaan Renja pada Triwulan II Tahun
2023,

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2023 hingga Triwulan II berjalan dengan cukup baik sesuai target, walaupun ada beberapa
keglatan yang mengalami pemunduran waktu pelaksanaannnya.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
dan Pencapalan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan triwulan II Tahun
2023 disajikan Tabel E.81 sebagai berikut:
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L Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Dana serta
Keluaran dan Hasil Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika
adalah sebagai berikut

I. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota
A, Kegiatan Administrasi Kevangan Perangkat Daerah

1. Subkegiatan Penyedian Gajl dan Tunjangan ASN didanal melalui dana APBD
dengan alokas! dana sebesar Rp 2.982.215.986,- sampal dengan bulan juni
2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.645.195.670,- (55,19%)
dangan realisasi fislk sebesar 69,22%, keluaran dari keglatan ini adalah Jumlah
prang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 42 orang/ bulan
dengan capalan Kinerja Persentase Tertip Administrasi keuangan.

2. Subkeglatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
didanai melalui dana APBD dengan alokasi dana sebesar Rp, 1.121.000,-
sarmpal dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
1,121.000,- (100%) dengan realisas| fsik sebesar 100%, keluaran dari
kegiatan inl adalah Jumlah Laperan Keuangan Akhir Tahun SKPD gan Laporan
hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD sebanyak 1
Laporan 1 laporan dengan capaian Kinerja Persentase Tertip Administrasi
keuangan,

B Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Subkegiatan Penyedian Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.196.000,- sampai dengan bulan juni
2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.196.000,- (100%) dengan
realisasi fislk sebesar 1009% keluaran darl subkeglatan Ini adalah Jumiah Paket
komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan
dengan capaian Kinerja Persentase penyelenggaraan administrasl umum
Perangkat Daerah.

Z. Subkegiatan Penyedian Bahan Logistik Kantor dengan alokasl dana sebesar
Rp. 23.795.700,- sampai dengan bulan junl 2023 dengan realisasi keuangan
gabesar Rp. 7.952.800,- (33,42%) dengan realisasi fisik sebesar 33,42%
keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah paket bahan logistik kantor yang

= 11
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disediakan dengan capaian Kinerja berupa Persentase penyelenggaraan
administras| umum Perangkat Daerah.

3. Subkegiatan Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi
dana sebesar Rp. 9.830.000,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 4.022.700,- (40,92%) dengan realisasi fisik sebesar
40,92% kefuaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Paket barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan dengan capaian Kinarja berupa Persentase
penyelenggaraan administrasl umum Perangkat Daerah.

4. Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan alokasi dana sebesar Rp.
5.490.000,- sampal dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar
Rp. 1.732.500,- (31,56%) dengan realisasi fisik sebesar 31,56% keluaran dar|
kegiatan ini adalah Jumlah faporan fasilitasi kunjungan tamu dengan capaian
Kinerja berupa Persentase penyelenggaraan administrasi umum Perangkat
Daerah,

5. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasl dan Konsultasi SKPD dengan
alokasi dana sebesar Rp. £9.311.199,- sampal dengan bulan juni 2023
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 33.327.670,- (37,32%) dengan
realisasi fisik sebesar 37,32%, keluaran dari keglatan ini adalah Jumlah laporan
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan capaian Kinerja
berupa penyelenggaraan administrasi umum Perangkat Daerah.

C. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Subkegiatan Penyedian Jasa Surat Menyurat dengan alokasi dana sebesar Rp.
1.950.000,- sampal dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar
Rp. 1.950.000,- (100%) dengan realisasi fisik sebesar 100% keluaran dan
kegiatan ini adalah Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan
capaian Kinerja berupa Persentase penyelenggaraan jasa penunjang urusan
pemerintahan daarah.

2. Subkegiatan Penyedian Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan
alokasi dana sebesar Rp. 180.067.086,- sampal dengan bulan juni 2023
dengan realisasl keuangan sebesar Rp. 61.745.919,- (34,29%) dengan
realisasi fisik sebesar 34, 29% keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan
penyedizan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan
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dengan capaian Kinerja berupa Persentase penyelenggaraan jasa penunjang
urusan pemerintahan daerah.

3. Subkegiatan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana
sebesar Rp, 87.946.710,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 66.887.760,- (76,05%) dengan realisas| fisik sebesar
86,14% keluaran dari kegiatan Ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa
pelayanan umum kantor yang disediakan dengan capalan Kinerja berupa
Persentase penyelenggaraan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

D Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

1. Subkeglatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan aiokasi dana
sebesar Rp. 52.430.221,- sampal dengan bulan juni 2023 dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 45.472.350,- (B6,73%) dengan realisasi fisik sebesar
B6,73% keluaran dari kegiatan inl adalah Jumlah kendaraan dinas atau
lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan
capalan Kinerja berupa Persentase meningkatnya barang milik daerah dalam
kondisi baik.

2. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana
sebesar Rp. 6.010.500,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 695.000,- (11.56%) dengan realisas fisik sebesar
11.56%, keluaran dari keglatan ini adalah Jumiah peralatan dan mesin lainnya
yang dipelihara dengan capaian Kinerja berupa Persentase meningkatnya
barang milik daerah dalam kondis! baik.

II Program Informasi dan Komunikasi Publik

A, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten,/ Kota

1. Subkegiatan Pengelolazn Media Komunikasi Publik dengan alokasi dana

sebesar Rp. 23.500.000,- sampal dengan bulan junl 2023 dengan realisas!

keuangan sebesar Rp. 3.000.000,- (12,77%) dengan realisasi fisik sebesar

12,77%. keluaran dari keglatan ini adalah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan

pengelolaan media komunikasi publik dengan capaian Kinerja berupa
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Persentase peningkatan pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan alokasi dana sebesar Rp.
3.770.972,- sampal dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 2.620.496,- (69,49%) dengan realisasi fisik sebesar 69,49%,
keluaran dari kegiatan Inl jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik
dengan capaian Kinerja berupa Persentase peningkatan pengelolaan informasi
dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Subkegiatan Layanan Hubungan Media dengan alckasi dana sebesar Rp.
780,741.720,- sampal dengan bulan juni 2023 dengan realisasl keuangan
sebesar Rp. 156.267.016,- (20,02%) dengan realisasi fislk sebesar 20,53%,
keluaran dari kegiatan ini Jumiah Layanan hubungan media dengan capaian
Kinerja berupa Persentase peningkatan pengelolaan informasi dan Komunikasi
Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota,

III Program Aplikasi dan Informatika

A Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

1. Subkagiatan Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan subdomain
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daeerah kabupaten/ kota dengan
alokasi dana sebesar Rp. 55.000,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0%) dengan realisasi fisik sebesar 0%,
keluaran dari kegiatan Ini adalah Jumlah dokumen pelaksanaan dan
pengawasan Nsma domain dan subdomain  dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dengan capaian Kinerjs berupa
Persentase peningkatan pengelolaan nama domain yang telah ditatapkan
pemerintah pusat dan subdomain dilingkup pemerintah daersh kabupaten/
Kota.

2. Subkeglatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.001.000.001,- sampai dengan bulan juni
2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 664.000.,000,- (33,18%) dengan
realisasi fisik sebesar 33,19%, keluaran darl subkegiatan ini adalah Jumlah
sistern jaringan intra pemerintah daerah dengan capalan Kinerja berupa
Persentase peningkatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan
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pemerintah pusat dan subdomain dilingkup pemerintah daerah kabupaten/
Kota.
B Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Subkeglatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dengan alokas|
dana sebesar Rp. 13.741.117,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 3.480.000,- (25,33%) dengan realisasi fisik
sebesar 25,33%, keluaran dari kegiatan inl Jumlah pusat data Pemerintah
Daerah yang dikelola dengan capaian Kinerja Persentase Peningkatan
Pengefolaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota,

2. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik dengan
alokasi dana sebesar Rp. 37.412.880,- sampal dengan bulan juni 2023 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 15.231.004,- (40,71%) dengan realisasi fisik
sebesar 40,71%, keluaran darl keglatan ini Jumlah Perangkat Daerah yang
meenerapkan koordinasi dan singkronisasi data dan informasi elektronik dengan
capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government di
lingkungan Pemerintan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Subkeglatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis
Elektronik dana sebesar Rp. 112.805.978,- sampai dengan bulan junl 2023
dengan reallsasi keuangan sebesar Rp. 45.684.012,- (40,50%) dengan
realisasl fisik sebesar 40,50%, keluaran can kegiatan ini Jumiah apilkasl dan
proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan dengan
capalan Kinerja Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

II. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Dana
serta Keluaran dan Hasil Penyelenggaraan Urusan Statistik adalah sebagai
berikut:

I. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

A. Keglatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daersh Kabupaten/
Kota

1. Subkegiatan Koordinasi dan singkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis
dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan alokasi dana sebesar Rp.
5,330,972,- sampal dengan bulan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar
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Rp. 2.620.495,- (49,16%) dengan realisasi fisik sebesar 49,16%, keluaran darl
subkegiatan inl adalah Jumiah Dokumen koordinasi dan singkronisasl
pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral
dengan capaian kinerja berupa Persentase Peningkatan Penyelenggaraan
Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota.

. Subkegiatan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah
Daerah dalam peningkatan mutu Statistik Daerah yang terintegrasi dengan
alokas! dana sebesar Rp. 5.470.000,- sampal dengan bulan junl 2023 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 5.420.000,- (99,09%) dengan realisasi fisik
sebesar 99,09%, keluaran dari subkegiatan ini adalzh Jumlah Sumber Daya
Manusla (SDM) yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu
statistik daerah yang terintegrasi dengan capaian kinerja berupa Persentase
Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah
Kabupaten/ Kota.

. Subkegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral dengan alokasi dana
sebesar Rp. 3.840.000,- sampal dengan bulan juni 2023 dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 0,- (0A6) dengan realisasi fisik sebesar 0%, keluaran
dari subkegiatan ini Jumlah metadata statistic sectoral yang dihimpun dengan
capaian kinerja berupa Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Statistik
Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota,

. SubKegiatan Peningkatan Kapasitas kelembagaan Statistik Sektoral dengan
alokasi dana sebesar Rp. 2.630.972,- sampal dengan bulan juni 2023 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 2.620.496,- (99,60%) dengan realisast fisik
sabesar 99,60%, keluaran darl subkegiatan ini Jumiah Perangkat Daerah yang
mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS dengan capalan kineria
Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan
Daerah Kabupaten/ Kota.

. SubKeglatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 35.830.972,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 2.620.496,~ (7,31%) dengan realisasl fisik
sehesar 7,31%, keluaran dard subkegiatan ini Jumlah data Statistik sektoral
vang dihimpun dengan capaian kinerja Persentase Peninglatan
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kaota.
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I11. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, alokasl dan reallsasi dana serta keluaran
dan hasil penyelenggaraan urusan Persandian adalah sebagai berikut:
I  Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

A. Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah Daerah

Kabupaten/ Kota,

1. Subkeglatan Pelaksanaan Keamanan Informasi pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota berbasis elektronik dan Non elektrontk dengan alokasi dana
sebesar Rp. 4.835.480,- sampai dengan bulan juni 2023 dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 3.722.604,- (76,99%), dengan realisasi fisik sebesar
76.99%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumiah laporan pelaksanaan
keamanan informasi Pemerintahan Daerah kabupaten/kota berbasos elektronik
dan non elektronik dengan capalan Kinerja berupa Persentase Pemahaman
Perangkat Daerah akan Penyelenggaraan Urusan Persandian,

2. Subkegiatan Penyelenggaraan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah
kabupaten/kota dengan alokasi dana sebesar Rp, 566.720.930,- sampai cengan
biilan juni 2023 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.522.604,- (3,62%),
dengan realisasi fislk sebesar 3,64%, keluaran dari keglatan ini adalah Jumilah
Perangkat Daerah yang telah menggunakan fayanan keamanan informasl
dengan capaian Kinerja berupa Persentase Pemahaman Perangkat Daerah akan
Penyelenggaraan Urusan Persandian.
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Dari Tabel T-C.30 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat bahwa:

1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di
tingkat Kecamatan pada tahun 2022 dalam capaiannya Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai 16 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang
tersebar di Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota,

2. Indek keterbukaan publik Tingkat capalan Indek Keterbukaan Informasi Publik yang
dikeluarkan oleh Komisi Informasl Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang di umumkan
melalul Surat Keputusan Ketua Komisl Informasi Propinsi Sumatera Barat Nomor:
05/KEP/KIP-PSE/XII/2022 Tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik pada Badan Piublik Tahun 2022 pada tanggal 9 Desember 2022 tercapal
indek B87.47 (Menuju Informatif) dan telah mencapai target perubahan yang ditetapkan
oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 ini. Untuk mencapai realisasi ini,
harus memenuhi 4 indikator yakni Indlkator Pengembangan Website, Indikator
Pengumuman Informasi Publik, Indikator Pelayanan Informasi Publik dan Indikator
Pervediaan Informasl Publik dengan 43 pertanyaan dengan disertal data dukung untuk
setiap permyataan.

keberhasilan dalam pemenuhan penflalan Indikator kinerja ini disebabkan faktor adanya :
1. Telah tersedianya media akses Informasl Publik
2, Telah adanya peraturan yang jelas tentang prosadur layanan informasi publik
3. Adanya kemunikasi yang jelas dan konsisten.
4. Sikap Kejujuran, Komitmen dan demokratls.

5. Struktur Organisasi yang sesual dengan pola kerja dan tata nilai, SOP, koordinasi
serta sesuai dengan Tupoksi.

Selaian dari faktor pendorong keberhasilan, masih terdapat kekurangan dalam pencapaian
kinerja yakni :

1. Faktor Sumber Daya, balk berupa kekurangan personil dan keahlian,

2. Faktor Sarana dan Prasarana, dan Faktor Pendanaan.
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3. Website Organisasi Perangkat Daerah (OPDY) pembantu tidak rutin di isi/ upioad
dengan informasi kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mereka.

4. Kurang Koordinasi/ pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

5. Ruangan untuk pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masih

terlalu minim dan tidak memiliki ruang tunggu untuk masyarakat yang akan meminta
informasi.

3. Tingkat capaian Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang untuk
tahun 2022 yakni 3.29 telah melebihi target perubahan yang ditetapkan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 Inl, penetapan target inl tidak ada
perubahan dari Perjanjian Kinerja awal tahun 2022 dan seluruh Program, Kegiatan dan
subkegiatan yang ada pada awal tahun dapat terlaksana dan terealisasi dengan baik.

Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tingkat Kementerian yakni
berupa file dan dengan meng-upload bahan/ pembuktian ke hitp://spbe.go.id, dokumen
hasil resmi Indek SPBE diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaran
dan Reformasi Birckrasi Republik Indonesia melalul Surat Keputusan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Momor 108
Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022

Tujuan SPBE adalah untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektf,
transparan, dan akuntabel, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan
terpercaya serta meningkatkan keterpaduan dan efiskensi penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik {SPBE).

Untuk mencapai target yang ditetapkan harus memenuhi 4 (empat) domai yaitu :

1. Domain Kebljakan internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elekironik (SPBE) yang terbag|
menjadi :

« Aspek 1, Kehijakan internal tata kelola SPEE dengan babot nilal 13% yang terdiri dari
10 indikator penilaian.
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Z. Domain tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbagi menjadi :

» Aspek 2. perencanaan strategis dengan bobot nilai 10% dan terdiri dari 4 indikator
penilaian.

« Aspek 3. teknologi informasi dan komunikasi dengan bobot nilai 10% yang terdiri dari
4 indikator penilaian, serta

« Aspek 4, Penyelenggara SPBE yang terdin dard 2 indikator
3. Domain Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasls Elektronik (SPBE) terbagl menjadi:

= Aspek 5. penerapan manajemen SPBE dengan bobot nilai 12% dan terdiri dari 8
indikator penilaian,

« Aspek 6. audit TIK dengan bobot nilai 4,5% yang terdiri dari 3 Indikator penilaian.
4. Domain Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbagi menjadi:

« Aspek 7: Layanan Admimistrasi Pememerintahan Berbasis Elektronik dengan bobot nilal
27,5% dan teridiri dari 10 indikator penilaian dan

» Aspek B, Layanan Publk berbasis elektronik dengan bobot nilai 18% dan terbagi
menjadi 6 indikator peniiaian

Indikator tingkat kematangan dengan disertai data dukung untuk setiap pemyataan sebagai
berikut :

DOMAIN 1. Kebijakan Internal SPBE
ASPEK 1. KEBLIAKAN INTERNAL TATA KELOLA SPBE, Sobot nflal 13 %

a. Indikator 1 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

b. Indikator 2 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pela Rencana Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Instansi Pusat/
Pemerintah Daerah

c. Indikator 3 . Tingkat Kematangan Kebijakan Intemal Manajemen Data di
Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah
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d. Indikator 4 :  Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronlk (SPBE)

e. Indikator 5 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data.
Layanan Pusat Data adalah penyediaan penyimpanan aplikasi
dan data yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan
penyimpanan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

f. Indikator & - Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra
Instansl Pusat/Pemerintah Daerah. Perpres 95 tahun 2018,
Pasal 27

g. Indikator 7 © Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem
Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

h. Indikator 8 . Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan
Informasi. Evidence kebijakan intemnal terkait Manajemen
Keamanan Informasi.

i, Indikator 9 . Kebijakan internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK).

. Indikator 10 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi Sistem

Pemerintahan  Berbasis  Elektronlk  (SPBE)  Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah

DOMAIN 2. TATA KELOLA SPBE

ASPEK 2. Perencanaan Strategis SPBE, bobot nilal 10%

a. Indlkator 11 : Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansl Pusat/Pemerintah
Daergh. Data dukung : Dokumen Arsitektur SPBE / Rencana
Induk T1 / Masterplan TIK / Cetak Biru / Master Plan Smart City
yang menggambarkan sebagian Referensi Arsitektur SPBE
dan/atau Domain Arsitektur SPBE dan didokumentasikan sacara
formal

b, Indikator 12 : Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah. Data dukung : Dokumen Peta
Rencana SPBE yang didalamnya mencakup seluruh muatan Peta
Rencana SPBE dan Rencana Kerja dan Anggaran 3 {tiga) tahun
terakhir yang di dalamnya terdapat Peta Rencana Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik {SPBE)
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c.

d.

Indikator 13

Indikator 14

: Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran

SPBE, Eviden : Dokumen Rencana dan Anggaran SPBE terpadu
dan dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD

Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE. Eviden
Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan
perbaikan dan dokumentas! penerapan Inovasi Proses Bisnis
melalui sistem elektronik

ASPEK 2 Teknologi Informasi dan Komunikasi, bobat nilal 10%

b.

c.

d.

Indikator 15

Indikator 16

Indikatar 17

Indikator 18

Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE. Eviden
Dokumentas! proses pembangunan [ pengembangan Aplikasi
SPBEE yang didalamnya mencakup siklus pembagunan aplikasi
dan didokumentasikan secara formal; Dokumentasl aktivitas-
aktivites pembangunan/ pengembangan Apllkasl SPBE;
Terdapat notulensi/catatan /[ laporan hasil monitoring dan
evaluasi pembangunan dan/atau penggunaan Aplikasi SPBE
serta bukti undangan rapat evaluasi pembangunan Aplikasi
SPBE

Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data. Eviden terdapat
prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data,
Daftar/katalog unit kerja pengguna pusat data terpusat beserta
alamat aksesnya

+ Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instans

Pusat/Pemerintah Daerah,. Eviden : Dokumentasi unit kerja yang
terhubung dalam jaringan internal, untuk menunjukan adanya
jaringan internal yang digunakan, Dapat berupa VPN atau jalur
lainnya yang digunakan

. Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Evidence : Daftar API yang
menggunakan service bus, dan/atau Diagram arsitektur aplikasi
dengan service bus. Sereenshot yang menunjukkan adanya
Integrasi antar aplikasi, atau cuplikan source code pemanggilan
API. Screenshot berupa bentuk integrasi layanan, middlewars
(APT), dan data. Integrasi dapat berupa pertukaran data antar
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sistem/aplikasi sehingga tidak diperlukan entri ulang terhadap
data yang sudah ada pada sistem/aplikasi lainnya. Integrasi
tidak berupa link akses ke web/aplikas! lain, atau akses login ke
sistemn lain

Aspek 4: Penyelenggara SPBE

a,

b.

Indikator 19

Indikatar 20

: Tingkat Kematangan Tim  Koordinasi SPBE Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah. Evidence SK Tim Koordinasi,
Rencana Program Kerja, Dokumentasi Pelaksanaan Program
Kerja, Evaluasi atas tugas atau Program Kerja Tim Koordinasi.
Dokumentasi aktivitas-aktivitas rapat koordinasi pelaksanaan
tugas/program kerja dengan seluruh unit kerja/perangkat.
MNotulensi/catatan/laporan reviu atau evaluasi tugas program
kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE).

: Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE. Evidence

SK Forum Kolaborasi, Rencana Program Kerja. Notulensi /
catatan/laporan, bukti undangan, danfatau dokumentasi
aktivitas rapat koordinasi Forum Kolaborasi SPBE. Reviu dan
evaluasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE

Domain 3, MANAJEMEN SPBE, bobot nilai 16,50%
ASPEK 5. PENERAPAN MANAJEMEN SPBE, bobot nilal 12%:

b.

Indikator 21

Indikator 22

. Tingkat kematangan penerapan manajemen Risiko SPBE {Salah

satu data dukungnya : pedoman internal (level unit) yang
diturunkan dari permenpanRB no 5/2020)

Tingkat kematangan penerapan manajemean Keamanan
Informasi (data dukung antara lain pergub/ perwal) atas
manajermen keamanan informasi, umumnya disebut dokumen
"Manual SMKI"
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c. Indikator 23 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Data. Data dukung
antara lain pedoman Internal (level unit) yang diturunkan
dari PERMENPPN 16/2020

d. Indikator 24  : Tingkat kematangan penerapan manajemen Aset TIK. Data
dukung antara lain pedoman manajemen aset TIK formal
yang ditetapkan

e. Indikater 25 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Sumber Daya
Manusia. Data dukung antara lain dokumentasi  telah
dilaksanakan pelatihan/sertifikasi dari rencana peningkatan
kompetensl, atau adanya hasll penilaian evaluasi kinerja ASN

f. Indikator 26 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Pengetahuan.
contoh data dukung https://simpan-
spbe.bppt.go.id/ htips://spbe.semarangkota.go.ld/

g. Indikator 27 i Tingkat kematangan penerapan manajemen Perubahan. Data

dukung: renja terkait manajemen perubahan, rencana
perubahan/upgrade B prosadur formal yang mencakup proses
umum manajemen perubahan SPBE pada SEMUA unit kerja

h. Indikator 28 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Layanan SPBE.
Data dukung antara lain Adarya aplikasi Helpdesk TIK yang
digunakan

ASPEK 6. AUDIT TIK, bobot nilai 4,5%
a. Indikator 20 : Tingkat kematangan Audit Infrastruktur SPBE. Data dukung
antara lain berupa pedoman audit infrastruktur
b. Indikator 30 : Tingkat kematangan Audit Aplikasi SPBE. Data dukung
pedoman audit aplikasi
e, Indlkator 31  : Tingkat kematangan Audit Keamanan SPBE. Data dukung :
pedoman audit keamanan informasi

Domain 4: Layanan SPBE, bobot nilai 45,50%. data dukung : Manual book, Screenshot
berjenjang level 1 — 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses

penggunaan aplikasi,
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ASPEK 7. LAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, bobot nilai 27,5%

a.
b.

Indikator 32
Indikator 33

Indikator 34
Indikator 35

Indikator 36

Indikator 37

Indikator 38

Indikator 39

Indikator 40

Indikator 41

: Tingkat Kematangan

: Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik
: Tingkat

Kematangan Layanan Penganggaran Berbasis

Elektronik

: Tingkat Kematangan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik
: Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Berbasis Elektronik

:  Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik
: Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik

Tingkat Kematangan Layanan Pengelofaan Barang Milik Negara
Berbasls Elekironik

Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintan
Berbasls Elektronik

Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik
Lavanan Kinerja Pegawal Berbasls
Elektronik

ASPEK 8. LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK, bobot nilal 18%

P B0 O

Indikator 42
Indikator 43
Indikator 44
Indikator 45
Indikator 46
Indikator 47

Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
Layanan Data Terbuka

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Layanan Publik sektor 1

Layanan Publik sektor 2

Layanan Publik sektor 3

keberhasilan pencapaian target Indikator kinerja ini disebabkan faktor adanya :

1.

Kebijakan Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),

Kebljakan Inovasl Proses Bisnis,

Telah adanya Rencana Induk/ Master Plan e-Government Kabupaten Lima Fuluh

Kota yang berisi kerangka pemikiran dasar, cetak biru pengembangan, Fentahapan
pengembangan dan rencana implemeantasi.

. Telah adanya peraturan yang jelas tentang prosedur SFBE

Z8
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B.

9,

Telah adanya Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan system penghubung Layanan
Pemerintah Daerah.

. Adanya Infrastruktur SPBE (perangkat keras, pusat data, perangkata jaringan dan

komunikasi data, bandwidth, disaster recovery centre).
Telah adanya Aplikasi, Website SPBE dan Integrasi system Aplikasi.

Struktur Organisasi yang sesuai dengan pola kerja dan tata nilai, SOP, koordinasi
serta sesual dengan Tupoksi.

Anggaran dan Belanja Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)/ Dokumen;
Perencanaan dan Penganggaran Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), perbup
perencanaan dan penganggaran.

Layanan Publik berbasis elekironik.

Selalan dari faktor pendorong keberhasilan, masih terdapat kekurangan dalam pencapalan
kierja yakni :

1, Adanya perubahan pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
secara Nasional yang semula berdasarkan Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 95
Tahun 2018 (35 indikator), menjadi Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 5% Tahun
2020 (47 Indikator).

2. Kurangnya Perhatian dan Kerjasama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendukung
dalam memenuhl indicator penilaian khususnya untuk indicator baru,

3, Faktor Sumber Daya, baik berupa kekurangan personil dan keahlian, Faktor Sarana
dan Prasarana, dan Faktor Pendanaan.

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara conline dan terintegrasi telah
menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPIMD) Tahun 2021 — 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan
indikator ini dimana pada Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 7 Aplikas! Layanan Publik

yakni:

a. Aplikasi Covid 19 :ffcovi mapulubk b.go.id/)

S————— ]
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b. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDTH)
(https:/{idih, imapulubkotakab.go.id/)

c. Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)
(https://ppid limapuluhkotakab.go.id/)

d. Opensid (https://taram-limapuluhkotakab.desa.id/)

e. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
(http://Ipse limapuluhkotakab.go.id/}

f. Smartdukcapil. (https://smartdukcapil limapuluhkotakab.go.d/)
g. Sp4an Lapor (https://limapuluhkotakab.lapor.go.id/)

Dan kesemua Aplikasi Layanan Publlk Ini telah diselenggarakan secara online dan
terintegrasi.

. Persentase OPD vyang menggunakan Statistk dalam Menyusun Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk tahun 2022 target 50 % (22 Organisasi Perangkat Daerah
dari 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota), pada tahun
ini telah mencapai 100 % atau 43 Organisasi Perangkat Daerah {(OPD) yang menggunakan
Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdata bagl Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota dan telah melebihi target yang
ditetapkan tahun Inl, Penyusunan dan Pengumpulan data Statistik secara garis besar
dilakukan dalam bentuk Soslalisasi Pengelolaan Statistik sectoral dan Big data
bekerjasama dengan BPS, Bapelitbang setta seluruh Organisas Perangkat Daerah (OPD)
yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, Penyusunan dan pengumpulan database statistic
sectoral darl 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam
melakukan evaluasl pembangunan daerah telah berumiah 43 (empat puluh tiga)
Organisasl Perangkat Daerah (OFD).

. Tingkat capaian pada Akhir Tahun indikator kinerja Persentase Tingkat Keamanan
Informasi Pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara mandiri (self-assessment) telah
mencapal 35.91% yang telah melebihi target akhir Tahun perencanaan yang telah
ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota.

Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten ini dengan mengaunakan sertifikat elektronik

baik berupa tandatangan elektronik yang digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris
e {1}
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Daerah, Asisten 1, Asisten II dan III, RSUD, 41 (Empat Puluh Satu) Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dan Secure Socket Layer (SSL) yang digunakan oleh wabsite 43 Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota ditambah dengan aplikasi
openSID sebanyak 40 desa.id dan Website Layanan Pubiik sebanyak 11 website serta 32
Aplikasi layanan Administrasi serta kontrak Kerja dengan Firewall.

Capalan Penyelanggaraan Persandian diantaranya melakukan sosialisasi Tanda Tangan
Elektronik dalam rangka implementasi Tanda Tangan Elektronik di Kabupaten Lima Puluhb
Kota, melaksanakan Perjanjian Kerfa Sama (PKS) dalam rangka pemanfaatan Tanda
Tangan Elektronik dengan Balal Sertifikat Elektronik — Badan Siber Sandi Negara (BsrE -
BSSN), mengimplementasikan pemakaian Tanda Tangan Elektronik pada Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota dan melakukan singkronisasi pelaksanaan urusan persandian
dl semua tingkat pemerintahan,

3l
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1.3 Isu- isu penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Pesatnya perkembangan Teknologl Informasi dan Komunikasi yang diiringi dengan derasnya

arus informasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian
akses informasi dan keamanan sistem, Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah
merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh instansi pemerintahan dalam
mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang.

Beberapa permasalahan dan hambatan berdasarkan tugas dan fungsi yang dihadapi oleh

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota pada saat ini adalah sebagai
berikut:

1.
2.

Maslh adanya daerah blankspot sinyal karena kondisi geografis yang perbukitan,

Kurang tersedianya sarana dan prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),
Statistik dan Persandian.

Belum berkembangnya sistern dan aplikasi pelayanan publik terintegrasi dan mudah di akses
masyarakat

Terbatasnya biayva operasional perawatan Infrastruktur perangkat keras dan infrastruktur
perangkat lunak

5. Terbatasnya jaringan Internet dan intranet di Kabupaten Lima Puluh Kota
6. Masih tingginya ego sectoral dalam pengumpulan data dan Informasi.

FS

Masih rendahnya pemahaman persandian di daerah,
Belum tersedianya Media Center dan Videotron untuk penyampaian informasi ke masyarakat.

Permasalahan dan hambatan diatas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan

misl Kepala Daerah tahun 2021-2026. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian
dari pendukungan terhadap pencapalan misi ke 4 (empat) yaltu meningkatkan kualitas layanan
publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya dengan tujuannya adalah Meningkatkan kualitas
layanan publik melalui optimalisasi Teknologl Informasi dan Kemunikasi (TIK) data dan

persandian.

Beberapa tantangan yang harus di hadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam

meningkatkan pelayanan perangkat Daerah:

1. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, Pemerintah diwajibkan memberikan ruang informasi seluas-luasnya baal
publik yang kinl sudah menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap pemerintah.
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4,

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasl yang diifngl dengan
derasnya arus informasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertal
dengan pengendalian akses informasi dan keamanan sistem,

Belum Optimalnya pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan pemerintah.

Minimnya sumber daya aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)

5. Minimnya penggunaan piranti lunak sesual standar yang diberlakukan di OPD.
6. Minimnya penggunaan pirantl lunak free gpen source akibat keterbatasan kemampuan

9.

SDM di OPD

Beberapa OPD mengembangkan sistemn informasi atau aplikas| sendiri tanpa berkoordinasi
lebih dulu sehingga tidak ada keseragaman format data yang mengakibatkan tidak bisa
terjadi sharing data dengan SKPD lain yang membutuhkan (tidak mendukung
Interoperabilitas).

Masih tingginya Ego sectoral dalam pengumpulan data dan Informasi darl Organisasi
Perangkat Daerah (OPD).

Statistik sektral masih dianggap tidak terlalu penting.

Sedangkan beberapa peluang yang dimilikl oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam
meningkatkan pelayanan perangkat Daerah:

1.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung penggunaan Teknologl
Informasi dan Komunikasi yaltu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, serta Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan maupun
Keputusan Menteri yang terkait tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi,

. Teknologl Informasi dan  Komunikasl saat Ini sudan  merupakan  suatu

kebutuhan yang harus dipenuhi bagl seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung
pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang.

Pemanfaatan Teknologl Informas! dan Komunlkas! dapat meningkatkan kinerja aparatur
yang tentunya meningkatkan kualitas layanan publik.

Reformasi birakrasi dengan e-Government mendukung terciptanya Good Goverment and
Clean Governance.

Mendukung azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yaitu azas efektivitas dan azas
efisiensi serta menciptakan transparansi bagi publik.

H
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6. Meningkatnya jumlah penetrasi komputer di seluruh aparatur Pemerintah kabupaten Lima
Puluh Kota dengan penggunaan fasilitas Teknologl Informasi dan Komunikasl.

7. Adanya dukungan dar Kepala Daerah terkait penggunaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi dalam rangka e-Governmeant.

8. Indonesia dan negara-negara di wilayah Asia Tenggara akan membentuk sebuah kawasan
yang terintegrasl yang dikenal sebagal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA
merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asla Tenggara,
meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis anifime, kemampuan daya
saing dan peningkatan fasilitas akses terhadap Informasi terkini, kondisi pasar, dan
pengembangan sumber daya manusla dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan,
serta teknologi.

Berikut formulasi Isu - isu penting untuk di jadikan rekomendasi dan catatan untuk ditindak
lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan:

1.

6.

Meningkatnya praktik pemerintahan yang memanfaatkan perkembangan teknologi
Infarmasi dan komunikasi (e-Governmnet) untuk meningkatkan kualitas layanan publik
yang prima dan manajemen pemerintahan.

. Tuntutan yang cukup besar dari publik akan layanan akses internet yang murah, mudah

dan memadal/ taman digital dll.

Masih terdapatnya daerah &lank spot di beberapa Kecamatan dan Nagari di Kabupaten
Lima Puluh Kota.

Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis Teknologl Informasi
melalul keterbukaan informasi publik.

Peningkatan ketersediaan data dan informasi serta penyebarluasannya melaiui
pemanfaatan Sumber Daya Manusia dibidang IT.

Pengembangan TIK guna mengintegrasikan data dan informasi antar OPD untuk
memudahkan pemenuhan kebutuhan data dan informasi serta meminimalkan
kerusakan dan kejahatan didunla maya.

Memperkuat regulasi komunikasi dan tata kelola TIK untuk mewujuedkan sinergitas
media komunikas penataan dan penertiban menara telekomunikasi.

35
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1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika tahun 2023 ini secara umum sudah menampung hasil usulan para
pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini
masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memperoleh usulan secara langsung melalul
Musrenbang baik mulai dari Musrenbang MNagari, Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD
tingkat Kabupaten maupun Foum OFD, akan tetapi kebutuhan masyarakat terkait kebijakan dan
perencanaan pembangunan daerah sudah diakomodir dalam Perubahan Renja Dinas Komunikas
dan Informatika. Sehubungan dengan keadaan diatas, maka tabel usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023.

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023
No | Program/Kegiatan | Lokasi I‘;f‘“‘:i_“j" er:‘:; Catatan
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BAB. III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

3.1 Indikator Kinerja

'KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Klp 18 18
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di
tingkat Kecamatan.

2 | Indek keterbukaan Informasi Publik Indeks 79 79

Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Indeks 3,18 3,18
Lima Puluh Kota
4 | Persentase Layanan Publik yang ¥ 80 80
diselenggarakan secara online dan

|| terintegrasl

STATISTIK

1 | Persentase Organisasl Perangkat Daerah %o 55 1
(OPD) yang menggunakan data statistik
dalam menyusun perencanaan
unan daerah
2 | Persentase OPD yang menggunakan data %o 55 55
statistik dalam melakukan evaluasi
bangunan daerah

PERSANDIAN

1 | Tingkat keamanan informasl pemerintah % 35,83 35,83

Dari Tabel 3.1 Indikator Kinerja diatas dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di
tingkat Kecamatan target kinerja yang direncanakan tidak ada perubahan walaupun dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kemunikasi den Informatika Kabupaten
Uma Puluh Kota Tahun 2023 tidak ada keglatan pembinaan Kelompok Infarmasl

Masyarakat (KIM).
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2. Indek keterbukaan Informasi Publik target kinerja tidak mengalaml perubahan dan untuk
mencapal target ini telah dilakukan penyempurnaan terhadap indikator-indikator
penilaian.

3. Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun ini tidak dilakukan
perubahan target indikator yakni indek 3,18 dikarenakan adanya Indikator penilaian
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan dipenuhi tahun inl olah Organisasi
Perangkat Daerah {OPD) pendukung berdasarkan penilaian mandiri.

4, Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi pada
tahun ini tidak mengalami penurunan target kinerja pada perubahan RKPD ini,

5. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam
menyusun perencanaan pembangunan daerah pada perubahan Rencana Kerja (Renja) ini
Tidak mengalam| perubahan.

6. Persentase OPD vyang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi
pembangunan daerah pada tahun ini idak mengalami perubahan target kinerja.

7. Tingkat keamanan informasi pemerintah untuk tahun ini tidak mengami perubahan dan
akan dilakukan penilaian mandiri terlebih dahulu dikarenakan untuk mendapatikan Indek
KAMI darl Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) pendanaan pada Dinas Komunikas! dan
Informatika ticak ada.

3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Dinas
Komunikasl dan Informatika yang berlandaskan perubahan RKPD Tahun 2023. Proses
penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 berlandaskan pada pricritas pembangunan yang
mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagalmana tertuang pada RPIMD
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026.

Penyusunan dokumen Renfa Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan
dengan memperhatikan hasil evaluasl pelaksanaan Renja Tahun 2023 serta mempertimbangkan
berbagal isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan ntuk
mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Renstra Dinas Komunikasl dan
Informatika Tahun 2021 — 2026.
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sesual hasil evaluasi, Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023,
lebih memuat berbagal perubahan dan pergeseran anggaran tanpa adanya penambahan kegiatan
yang ada.

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023 sabesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan Indikasi anggaran program
dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 secara lengkap dapat dibaca pada
Tabel berikut:
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BAB. IV
PENUTUP

A. Catatan Penting.

Pada pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasl dan
Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 perlu beberapa keglatan yang periu
mendapatkan perhatian yakni:

1. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2023 sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

B. Kaidah Pelaksanaan.

Pada dasarnya Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika ditakukan
untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasl dan
Informatika. Sesual aturan, Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun
2023 dilakukan dengan merujuk pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD Perubahan) Tahun 2023. Dokumen perubahan Inl disusun dengan
memperhatikan kesslarasan dengan Program, Kegiatan dan Subkeglatan dalam Dokumen
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan RPIMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
021 - 2026. Hal ini dilakukan agar seluruh isu dan permasalahan Kabupalen secara
umum dapat diselesaikan dan seluruh target serta sasaran dapat tercapai dengan baik,

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lima Puluh kota Tahun 2023 disusun, semoga mampu meningkatian kinerja Dinas
Komunikas dan Informatika dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022,

NIP. 196312{!5 198903 1 009
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BUPATI LIMA

8 i

PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 905/333/BUP-LK/XII /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISAS]I TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGHKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGHEAT DAERAH TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

Menimbang

Mengingat

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembanpunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Keria Pemerintah Daerah dimana persiapan penyusunan
Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan
Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim
penyusun Renja Peranghkat Daerah;

bahwa berdasarkan huruf a diatas perlu dibentuk Struktur
Organisasi Tim Penyusun Rencana Ketja (Renja) Perangkat
Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan
guatu Keputusan Buparti,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom  Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1936 Nomor 23];

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistemn
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nemor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndenesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



10,

13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817}

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Laperan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor BO Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomaor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangann  Peraturan Daerah  Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Renicana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPDY}
{Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencangan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



Menetapkan

KEDUA

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05(-588% Tahun
2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10
Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-
2025 [Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2011 Nomor 10};

13, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 13
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Peranghat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016 Nomor 15];

14, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1
Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1)

|5, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3
Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kebupatenn Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh kota
Tahun 2021 Nomor 1);

16, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011
Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);

17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanasm, Penelitian
dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2021 Nomor 103);

18, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
[Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022
Nomor 36|.

MEMUTUSKAN :

Membentuk Strukiur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerash Tahun 2023 Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio
dengan susunan kKeanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan
Keputusan ini.

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagal berikut @



KEEMPAT
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1. Tugas secara umum ;

a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan
dalam rmangka penyusunan Rencana Kerja (Eenja) tahun
9024 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023;

b. Melaksanakan kegiatan yeng dibutuhkan untuk
penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan
Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 Perangkat Daerah
seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya.

¢. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) tahun
2024 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023, mulai
dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja,
sesuai  dengan sistematika yang ditetapkan dalam
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :

a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota
tim dalam menyvusun Rencana Kerja (Renja) Peranghkat
Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun
2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota;

b, Wakil Ketua [ bertugas membantu Ketua dalam mengatur
dan memimpin penyusunan Rencana Kena [Renja)
Perangkat Dacrah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana
Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku;

c. Wakil Ketua 11 bertugas membantu Ketua dalam
mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Peranghkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan
Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

d Wakil Ketua [II bertugas membantu Ketua dalam
mengatur dan memimpin penyUSURAD Rencana Ketia
[Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubshan
Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

e, Sekretaris  bertugas  mengecek dan menyiapkan
kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk
kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan
Rencana Kerja Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota;

f, Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep,
menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Dasrah Tahun 2024 dan
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam
pelaksanaan  TUgASnYE bertanggung jawab dan wajlb
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja
Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan



pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim,

: Pembiaysan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 melalui DPA masing-
masing Perangkat Daerah.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 20 [esember 4072
A BUPAY :




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 905/333/BUP-LK/XIl/2022
TANGGAL : 20 DESEMBER 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA} PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN EX-

TIM

Barang Dan Jasa

OFFICIO
KEDUDUKAN
No. JABATAN DALAM TIM
1 2 3
1. SEKRETARIAT DAERAH

Sekretaris Daerah Ketua
Agisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Walil Ketua |
Asisten Perckonomian Dan Pembangunan Wakil Ketua Il
Asisten Administrasi Limum Walil Ketua [I

i Kabag Perencanaan Dan Keuangan Sekretaris
Kabag Pemerintahan Anggota
Kabag Hulum Anggola
Kabag Organisasi Anggota
Kabag Administrasi Pembangunar Anggola
Kabag Pengadaan Barang/.Jasa == Anggota
Kabag Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Anggota
Kabag Kesejahteraan Ralyat Anggota
Kabag Umum Angpota
Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Angpota
Subkoordinator Perencanaan Anggpota
Subkoordinator Keuangan Anggota
Subkoardinator Pelaporan Anpggota
Kasubag Protalkol Anggola
Subkoordinator Komunikasi Pimpinan Anggota
Subknordinatar Dokumentasi Pimpinan Anggota
Subkaordinator Kelembagaan Dan Anjab Anggota
Subkoordinator Pelayanan Publik Dan Tata Laksana Anggota
Subkeordinator Kinerja Dan Reformasi Birokrasi Anggota
;n:ﬁan;;;t;;—w Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan P
Subkoordinator Perlengkapan Anggota

[ Subkoordinator Rumah Tangea Angpota
ﬁ:ﬁknc-rdummt& Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Angaits
Subkoordinato L Layvanan Pengadaan

L Eenba};; Eltkh-u::il-amc i i ) Anggota
Subkoordinator Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Angaiota




KEDUDUKAN

No. JABATAN DALAM TIM
1 2 3
Subkoordinator Penyusunan Program Angpota
Subkoordinator Pengendalian Program Anggota
Subkoordinator Evaluasi Dan Pelaporan Anggota
Subkoordinator Pembinaan BUMD Dan BLUD Anggota
Subkoordinator Perekonomian Anggota
Subkoordinator Sumber Days Alam Anggota
Subkeordinater Peraturan Perundang-Undangan Angpgota
Subkoordinator Bantuan Hukum Anggota
Subkoordinator Dokumentasi Dan Informasi Anggota
Subkoordinator Bina Mental Dan Spiritual Anggota
Subkoordinator Kesejuhteraan Sosial o Anggota
Subkoordinator Kesejahteraan Masyarakat Anggota
Subkoordinator Admini i Pemeri an
i atrasi Pemerintahan Dan AngEGts.
Subkoordinator (tonomi Daerah Anggota
Subkoordinater Kerjasama Daerah Anggota
Pelaksana pada Sekretariat Daerah AngEota
2 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
" | DAERAH

Sekretaris DPRD Ketua
Kabag Umum dan Keuangan Sekretaris

| | Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Anggota
Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Anggota
Sublknordinator Fasilitasi Penganggaran Anggota

il Subkoordinator Program dan Keuangan Anggota
Subkoordinator Kajian Perundang-Undangan Anggota
Subkoordinator Humas, Protokol, dan Publikas: Anggota
Subkeordinator Fasilitasi Pengawasan Anggota
Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Anggota

Subkoordinator Rumah Tangga Anggota
Subkoordinator Persidangan dan Risalah Anggota
Subkoordinator Kerjasama dan Aspirasi Anggota
Pelaksana pada Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Arigzote
Daersh ==
3. | INSPEKTORAT

Inspektur Ketua
Sekretariat Sekretaris
Inspektur Pembantu Wilayah [ Anggota
Inspektur Pembantu Wilayah 11 Anggota
Inspektur Pembantu Wilayeh 111 Angpots
Inspektur Pembantu Wilayah IV Anggota
Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentil Anggota




KEDUDUKAN

Ho. JABATAN DALAM TIM
1 2 a
Subkoordinator Perencanaan Anggota
Subkpordinator Analisis Dan Evaluasi Anggota
Kasubag Administrasi Umum Dan Keuangan Anggota
3 Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Anggota
Pelaksana pada Inspektorat Anggota
4, | DINAS KESEHATAN
Kepala Dinas Kesehatan Ketua
Sekretaris Dinas Kesehatan Sekretaris 1
Direktur RSUD dr. Achmad Darwis Sekretaris 2
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Angeota
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Anggota
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Anggota
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Angpota
Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi, Program dan
= Pelaporan Anggota
Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Subkoordinator Alat Keschatan dan Fasyvankes Anggota
Subkoordinator Pelayanan Kelarmasian dan Perizinan Anggota
Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan Anggota
Subkoordinator Surveilens, Imunisasi dan i
Penangpulanagan Krisis Kesehatan ANER
Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Anggota
Penyvakit Menular
Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian —
Penvakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza
Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Anggota
Kerja dan Olah Raga - -
Subkoordinator Keschatan Keluarga dan Gizsl -
Masyarakal ANEED
Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Anginita
Masyarakat
Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer Anggota
[ Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan, e
Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan ggota
Subkoordinator Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan i i
Pelayanan Kesshatan Tradisional .
Kabag Tata Usaha RSUD dr Achmad Darwis Anggota
Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Anaita
Logistik RSUD dr Achmad Darwis £
Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan Anggota
RSUD dr Achmad Darwis
Kahid Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD dr An
Achmad Darwis g£gota
Subkoordinator Sarana Prasarana Dan Logistik REUD Anggota

dr Achmad Darwis




No.

JABATAN

-

DALAM TIM
I ) 3
Subkoordinator Perencanaan Dan Pelaporan RSUD
Achmad Darwis - e o Anggota
Subkoordinator Pelayvanan Penunjang Medis RSUD dr .
Achmad Darwis Bgota
Subkeordinator Pelayanan Penunjang Non Medis Dan
Promosi Kesehatan RSUD dr Achmad Darwis e
Subkoordinator Medis RSU Achmad ,
| s Pelayanan D dr -
Eubkﬂﬂr:gm Pelayanan Perawatan RSUD dr Briggiith
Kasubag Keuangan R3UD dr Achmad Darwis Anggota
Kasubag Umum dan Humas RSUD dr Achmad Darwis | Anggota
Kasubag Kepegawaian Dan Pengembangan SDM | RSUD
dr Achmad Darwis Anggota
Pelaksana pada Dinas Kesehatan Anggota
Pelaksana pada RSUD dr Achmad Darwis Anggota
5. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ketua
= Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretaris
Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Angpota
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Anggota |
Kabid Pembinaan Ketenagaan Anggota
| Kabid Kebudayaan Anggota
Subkoordinator Perencanaan dan P-elapnran Angrota
Subkoordinator Keuangan dan BMD Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggoia
Kasi Kurikulum dan Penilaian Anggota
Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter Angrota |
T Subkocrdinator Kelembagaan dan Sarana Prasana Anggota
" | Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik Anggota
Subkeordinator Kelembagaan dan Sarana Prasarana Anggota
Kasi Pendidikan Non Formal Anggota
Subkoordinator PTK PAUD dan PNF Anggota
| Kasi Pendididikan dan Tenaga Kependidikan SD Anggota
Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP Anggota
Sublkoordinator Cagar Budaya dan Permuseuman Anggota
Subkoordinator Sejarah dan Nilai Tradisi Anggota
| Subkoordinator Kesenian Anggota
Pelaksana pa.da. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Anggota
6. | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ketiia
Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretaris
Kepala Bidang Bina Marga | Anggola .




No. JABATAN DALAM TIM

|1 2 a
Kepala Bidang Cipta Karya Anggota

- Kepala Bidang Sumber Daya Alr Angpota
Kepala Eid:Er.EE Jasa Konstruksi Anggota
Kepala Bidang Tata Ruang Anggota
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Anggota
Kepala Sub Bagian Keuangan Anggota
Euhkunrdma.tnr Bagian Program dan Pelaparan Anggota
Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Sumber Anggots
Daya Air
Subkoordinator Pelaksanaan Sumber Daya Air Angpota
Subkoordinator O i dan 1 b
P A perasi dan pemeliharaan Sumber i
Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga Anggota
Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan Anggota
Subkoordinator Preservasi Jalan dan Jembatan Anggota
Subkoordinator Perencanaan Jasa Konstruksi Anggota

B Subkoordinator Pembinaan dan Pemberdayaan Anggota
Subkoordinater Pemantauan Dan Evaluasi Anggota
Subkoordinator Perencanaan dan Tata Ruang Anggota
Subkoordinator Pemanfaatan dan pengendalian Anggota
Kasi Pertanahan Anggota
Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya Anggota
Subkoordinater Pengembangan Sistem Penyediaan Air Anggata
Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
Subkoordinator Tata Bangunan Anggota
Pelaksana pada Dinas Pekerjsan Umum dan Penataan . i
Ruang

7. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA B

! Kepala Satpol PP Ketua
Selkretaris Satpol PP Sekretaris
Kepala Bidang Trantib Anggota
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Angpota
Kepala Bidang PPUD Angpgota

| Kepala Bidang SDA Anggota

Kasubag Program & Pelaporan Anggota
Kasubag Umum & Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Anggola
Subkpordinator intelijen AngEota
Kasi Trantih & Pengamanan Anggota
Kasi Operasional & Logistik Anggnta

| Kasi Bina Potensi Angzota
Subkoordinator Data Informasi Anggota
Kasi Satlinmas dan Pengaduan Magyarakat Anggota




JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Subkoordinator Kerjasama Antar Lembaga Anggota
Kasi Penegakan Anggota
Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan Anggota
Kasi Pelatihan Dasar Anggota
Subkoordinator Teknis Fungsional Anggota
Kasi Tindak Internal Anggoia
Pelaksana pada Satpol PP Angpota
8. | DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran o Ketua
Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Sekretaris
Kabid Pencegahan Angpota
Kabid Pemadam Dan Penyelamatan Anggola
Kabid Sarana Dan Prasarana Anggota
Kasubag Umum Dan Kepegawaian Anggota
| Kasubag Perencanaan Dan Keuangan Anggota
Kasi Pencegahan Dan Inspeksi Angpota
Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Anggota
ﬁmrdmatur Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Anggota
Subkoordinator Pengendalian Operasi Dan Komunikast | Anggota
Kasi Pemadam Dan Investigasi Anggota
Kast Peniyelamatan Dan Evakuasi Anggota
Kasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana Anggota
Kasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Prasarana Anggota
Subkoordinator Informasi Dan Pengelolaan Data Anggota
Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran Anggrota
9, | DINAS SBOSIAL
Kepala Dinas Sosial Ketua
Sekretaris Dinas Sosial Seloretaris
" | Kabid Rehabilitasi Sosial Anggota
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Anggota
i'-'.;_::;l:lnl’emberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir ; 5
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
[ Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Angpola
?;;;knurdmnmr Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Anpgota
. e g
;S}?ah;ﬁ?tﬁ:mmr Rehahilitasi Sosial Pényandang Anggota
Subkoordinator Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Angigita

Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang

Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana

Angzuta.




KEDUDUKAN

o, SRR DALAM TIM
1 2 -

Subkoordinator Perdindungan Sosial bagi Korban
Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar Anggota
Subkoordinator Jaminan Sosial Keluarga Anggota
Subkoordinater Identikasi dan Penguatan Kapasitas Anggota
Subkoordinator Pemberdayvaan Masyarakat dan

e Penyvaluran Bantuan Stimulan Anggota
Subkoordinator bagaan,
il Kelem Kepahlawanan dan A

{ Pelaksana pada Dinas Sosial AngEota

10.  DINAS w DAN PENCATATAN SIPIL
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketua
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sekretaris
Kabid Pelayanan Pendafltaran Penduduk Anggoia
Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Anggota
Kabid Pen an Informa ministrasi
I{:p:ndul:lﬁei::.tlf i ; L Anggota
Kabid Permanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Anggots
Subkoordinator Perencanaan Anggota |
| Kasubag Keuangan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawatan Anggota
Subkoordinator ldentitas Penduduk Anggota
. Subkoordinator Pindah Datang Penduduk Anggota

Subkoordinator Pendataan Penduduk Anggota
Subkoordinator Kelahiran Anggota
Subkoordinator Perkawinan dan Percersian AngEata
Subknordinater Perubahan Status Analk, Anggota

Kewarganegaraan dan Kematian

S bhkaordinator Sistetrn Informasi Administrasi

Kesejahteraan Keluargs

Kependudulkan Ange
Subkeordinator Pengolahan dan Penyajian Data Angpota
Subkoordinator Tata Kelola dan Sumber Diaya Manusia Anggiota
Teknologi Informasi dan Komunikasi

_§u bl-l:nﬂ-fdinatq-_.r Kerjasama AngEoa
Subkoordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen

i
Kependudukan ALgERA
Subkpordinator Inovasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Atiggots
Sipil
| DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
11. BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK
Kepala DPPKBPFPA Ketua
Sekretaris DPPEKBPPPA Sekretaris
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Aniggta




JABATAN

KEDUDUKAN

Perempuan Bidang Ekonomi

DALAM TIM
I 2 3
Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Aniasota
Penggerakan BRo
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Anggota
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Anggota
Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan Anggota
| Kauubag Umum dan Kepegawaian o Anggota
Subkoordinator Keuangan Anggota
Subkoordinator Pengendalian Penduduk Anggota
Subkoordinator Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga - Anggata
Subkoordinator Penyuluhan, Pendayagunaan Kniggiota
PKB/PLKB dan IMP
Subkoordinator Pelayanan Keluarga Berencana dan : i
Keschatan Reprodulksi
Subkoordinator Advokasi dan Penggerakan Anggota
il.:}l::;?lurdlnamr Pengendalian dan Pendistribusian Anggota
Subkoordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Angaota

Subkoordinator P&lmnhagaﬂn PUG dan Pemberdayaan

Perempusn Bidang Sosial Politik dan Hukum Anggota
Subkoordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan
Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Angpgota
Informasi
Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Data . in
| Kekerasan Perempuan
Subkoordinator Pemenuhan Hak Anak, Data dan
Informasi Anak Anggota
Subkoordinator Perlindungan Khusus Anak dan Data Anggoti
Kekerasan Anak
Pelaksana pada DPPKBPPPA Anggota
12 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
% | TERPADU SATU PINTU
Kepala DPMPTSP Ketua
Sekretaris DPMPTSP o Sckretaris
Kabid Pelayanan Terpacdu Anggota
i Kabid Promosi Anggota
Kabid Perencanaan dan Pengembangan Angazota
Kabid P-Eﬂgtndﬂ'll.ﬂ!'t Pelaksanaan Penanamean Modal Anggota
Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawalan Anggota
Sublwordinator Keuangan dan BMD Anggota
' Subkoordinator Pelayanan Perizinan Umum Anggota
Subkoordinator Pelayanan Perizinan Umum Kiiggota
Penanaman Modal
Subkoordinator Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal Afiggota

dan Perizinan Lainnya

—




KEDUDUKAN

No. JABATAN D M
1 2 3
B Subkoordinator Promosi Anggota
Subkoordinator Sarana dan Prasarana Promosi Anggota
Subkoordinator Data dan Informasi Anggote
Subkoordinator Perencanaan Potensi dan Peluan
| Investasi ¢ Anggota
Subkoordinator Penyuluhan Penanaman Modal Angpota
Elublgﬂmdina.mr ReEJ.Eaai Penanaman Modal o Angpgota
Subkoordinator Pemantauan Penanaman Modal Anggota
| Subkoordinator Pembinaan Penanaman Modal Anggota
Subkoordinator Pengawasan Penanaman Modal Anggota
Pelaksana pada DPMPTSP Angeota
13, | DINAS PERDAGANGAN, HOPERASI, USAHA KECIL
lles MENENGAH -
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Ketua
Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM Sekretaris
%:pala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Arggnis
Ié:i_pa]a Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Anggota
Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi Anggota
Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Anggota
Koperasi & Usaha Mikro
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anpgota
Kasubag Keuangan Anggota
Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan Anggota
Subkoordinator Kelembagaan dan perizinan Angpota
Subkoordinator Peningkatan kualitas SDM koperasi & Angeota
| kewirausahaan
[ Subkoordinator Metrolog Anggola
Subkoordinator Pengembangan Jaringan Perdagangan Anpgpota
Subkeordinator Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan Anggots
Subkoordinator Sarana Distribusi dan Stabilitas Angiiia
Barang Pokok dan Penting
Subkoordinator Pengawasan Perizinan dan " i
Pendaftaran
Subkeordinator Pengawasan Peredaran Barang dan . i
Jasa
Subkeordinator I{:ang];uta,an dan Penerapan Peraturan Angpota
" Subkoordinator Pengawasan, Pemeriksaan, dan Anggota
Fenilaian Kesehatan Keperasi
Euhlmmjdinamr Pemberdayaan dan Pengembangan Anggota
Koperasi
f{ﬁkﬂurﬂin&tm Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Angenta
ro
Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Anggota




No. JABATAN ?m
1 2 3
14. | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Ketua
Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sckretaris
Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri Anggota
Kahkid Sarana dan Prazarana Industri Anggota
K Kabid Ketenagakerjaan Angeoia
Kabid Transmigrasi Anggota
Subkoordinator Program dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggots
Kasubag Keuangan Anggota
Subkoordinator Pembinaan Industri Agro Anggota
Subkoordinator Pembinaan Industri Non Agro Anggota
Sub i wasan, Serti i dan
Stan st Tnv e Anggata
Subkoordinator Perizinan dan Data Anggota
Subkoordinator Pengembangan teknologl Industri Anggota
¥ Subkoordinator Promosi dan Pemasaran Anggota
Subkoordinator Pelatthan dan Produktifitas Tenaga
| Kerja - Afamts
Subkoordinator Penempatan dan Perluasan
sl b o Anggoi
Subkoardinator Perindungan Tenaga Kerja Anggota
Subkoordinator Penempatan Transmigrasi Anggota
Subkoordinator Pengembangan Masyarakat dan Aniggita
B l':El1uLrEmen;i‘:rmnm_i“ﬂrrEm‘l i dan Pembinaan SDM
Subkoordinator Informasi dan
Transmigrasi FERTR
Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Anpgota
[ 15. | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kepala Diskominfo Ketua
Sekretaris Disloominfo Sekretaris
Kabid Komunikasi Publik Anggota
Kabid Aplikasi Informatika Anggota
Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik Anggots
| Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik Anggota
Subkoordinator Fmgra.m dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Subkoordinator Keuamgan Angpota
Subkoordinator Menitoring Opini Dan Aspiras] Publik Anggota
. Subkoordinator Pengelola Media Komunikasi Publikc Anggots
Subkoordinator Lavanan Hubungan Media Dan r—
ks ——
ubkoerdinator Tata Kelola Pemerintanan
Elektronik Anggota




KEDUDUKAN

No. JABATAN DALAM TTM
1 2 4

Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Dan
Komunilkasi ATMIRORS.
Subkeoordinator Aplikasi Anggota
Subkoordinator Statistik Sektor Ekonomi Dan
Infastruktur hnggut.a_
Subkoordinator Statistik Sektor Pemerintahan Dan
Sosial Anggota
Subkoordinator Pelayanan Informasi Publik Anggola
Subkoordinator Identifikast Deteksi Dan Protelesi bii
Keamanan SIBER s
Subkoordinator Penanpgulangan Pemulihan A
Pemantauan Dan Pengendalian
Subkoordinator Manajemen Data Elektronik Anggota

| Pelaksana pada Diskeminfo Anggota

| 16, | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Ketua
Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Sekretaris
Subkoordinator Program dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Subkoordinator Keuangan Anggota
Kabid Pariwisata Anggota
Subkoordinator Promaosi dan Informasi Anggota
Subkoordinator Pengelolaan dan Pengembangan Arigenta
Destinasi Pariwisata
Subkoordinator Kemitraan dan Kerjasama Antar
Lembaga Amgots
Kabid Pemuda Anggota
Subkoordinator Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan A
Pemuda
Subkoordinator Pengembangan Kompetensi Pemucla Anggota

Subkoordinator Pengembangan Organisasi

Raga

Kepemudaan Anggota
Kabid Olahraga Anggota
| Subkoordinator Pengembangan Olah Raga Pendidikan Anggota
| | Subkoordinator Pengembangan Olah Raga Prestasi Anggota
Subkoordinator Pengemban Olah Raga Rekreasi
"g;n Tradisi = - Anggola
Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM Angpota
Subkoordinator Sarana Prasarana Pariwisata Anggota
Subkoordinator Sarana Prasarana Pemuda Olah Ragn Anggota
Subkoordinator Pendataan dan Pengembangan SDM Anggota
Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Anamots




No. JABATAN DALAM TIM
1 2 3
7. | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA/NAGARI
Kepala DPMD/N Ketua
Sekretaris DPMD/N Sekretaris
Kabid Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kabid Pemerintahan Nagari Anggota
Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari Anggota
Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan | - Anggeta
Kasubag Umum dan Kepegawsaian Anggota
Subkeordinator Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Anggota
| Masyvarakat
Subkuurd_:'natnr Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya Kinigote
dan Kesejahteraan Keluarga
Sublkoordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi -
Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG REEC
Eub}:cr_urdlnatur Pum!:crdaya.an Aparatur dan Lembaga Aigigots
Pemerintahan Nagari
Subkoordinator Administrasi Produk Hulkum Nagari Angeota
dan Kerjasama antar Nagari
Subkoordinator Organisasi Pemerintahan Nagari Anggota
Subloordinator Perencatiaan Keusngan Nagari Angzota
Subkoordinator Pertanggungjawaban dan Pelaparan Ansits
Keuangan Nagari B
Subkoordinator Aset dan Kekayaan Nagari Anggota
Pelaksana pada DPFMD /N Anggota
18. | DINAS PERHUBUNGAN
Kepala Dinas Perhubungan Ketua
“Seh'ctariu Dinas Perhubungan Sekretaria
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Anglutan Anggota
Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Anggota
Kepala Bidang Prasarana Anggota
Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Subkoordinator Lalu Lintas Anggota
mﬁjmr Perencanaan dan Pembangunan Anggota
Kasi Pengujian Sarana Anggota
Kasi Angkutan Anggota
Kasi Pengoperasian Prasarana Anggata
Kasi Perawatan Prasarana = Anggota
Subkoordinator Pemaduan Moda dan Teknologl
Perhubungan Anggota
Kasi Lingkungan Perhubungan Anggota




KEDUDUKAN

No. JABATAN DALAM TIM
1 2 2
Kasi Keselamatan Anggota
Pelaksana pada Dinas Perhubungan Angeota
19. DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT
DAN PERMUKIMAN
Kepala DLHPP Ketua
Sebretaris DLHPP Sekretaris
Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan 1A
Kapasitas Lingkungan Hidup =g
Kabid Pﬂngelilfan S-Em_E:E.}':., Limbah dan Pertamanan Anggota
Kabid P:ng;l:nd_alian_ Pencemaran, Kerusakan dan A in
Penataan Hukum Lingkungan Hidup
Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Anggota
I'F.Elﬂu'l:rﬂ.E Umum dan Kepegawaian Anpgota
Kasubag Keuangan Anggota
Subkeordinator Program dan Pelaporan Anggots
Eut::b:tmrdjnatm PErlencmlmﬂn. Pengka{gian dan Anjigots.
Peningkalan Kapasitas Lingkungan Hidup
ﬁﬂ:ﬁm& nator Pengkajian Dmpakﬁngkungan Kkt
ﬁ?;i::mdinamr Peningkatan Kapasitas Linglkungan Anggnta
Subkoordinator Operasional Penanganan Sampah Anggota
Subkoordinator Penpgelolaan Limbah dan Sampah Anggota
Subkoordinator Pertamanan dan Pengelolaan Hua
| Terbuka Hijau ¥ o Anggota
Subkoordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan Anggota
Subkoordinator Pengendalian Kerusakan Linglkungan
Hidup ki AngeRts
Subkoordinator Penataan Hukum Linglungan Hidup Anggota
Subkoordinator Perumahan Anggota
Subkoordinator Kawasan Permukiman Anggota
Subkoordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas Umuam Angeota
Analis Linghungan Hidup __Anggota
| Analis Sistemn Mutu dan Lingkungan Anggota
Pelaksana pada DLHPP Anggota
20. DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN
_il:epala Distanhorbun Ketua
Seloretaris Distanhorbun Sekretaris
Kabid Sarana Anggota
Kabid Prasarsne o Anggota
Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha Anggota
Kabid penyuluhan Anggota
Subkoordinator Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Subkoordinator Keuangan Dan Aset Anggota
Kasubag Umum Dan Kepegawaian Anggota
Subkoordinator Pupuk Dan Pestisida Anggota
Subkoordinator Sumber Daya Genetik Anggota
Subkoordinater Alat Dan Mesin Pertanian Angpoia
Subkoordinator Pengembangan Prasarana AngEola
Subkoordinator Irigasi Anggota
Subkoordinator Infrastruktur Pertanian Anggota
Subkoordinator Perlindungan Tanaman Anggota
Subkoordinator Penanganan Dampak Perubahan lklim Anggota
Dan Bencana Alarn
Subloordinator Perizinan Dan Pembinaan Usaha Anggota
Subkoordinator Kelembagaan Anggota
Subkeordinater Ketenagaan Anggota
Subkoordinator Penyelenggaraan Penvuluhan Anggota
Pelaksana pada Distanhorbun Anggota
21.  DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Ketua
Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sekretaris
Kabid Perbibitan dan Produksi Anggota
Kabid Keswan, Kesmavet,Pengolahan dan Pemasaran Anggota
| Kabid. Sarana dan Frasarana Anggota
Kabid Penyuluhan Anggota
Subkoordinator Program dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggoia
 Subkoordinator Keuangan Anggota
Subkoordinator Non Ruminansia Anggota
Subkoordinator Ruminansia Anggota
Subkoordinator Perhibitan Anggota
Subkoordinator Kesmavet Anggota
Subkoordinator Kesehatan Hewan Anggota
Subkeordinator Pengolahan dan Pemasaran Anggota
Subkoordinator Pakan Anggota
Subkeordinator Pembiayaan dan Investasi Anggota
Subkoordinator Lahan dan Irigasi Anggota
| Subkoordinator Kelembagaan Anggota
Subkoordinator Metode dan Infomasi Angrota
Sublkoordinator Ketenagaan ——= Angpota

Pelaksana pada Disnakkeswan

Anggota




KEDUDUKAN

No. JABATAN DALAM TIM
1 2 - |
22. | DINAS PERIKANAN

Kepala Dinas Perikanan Ketua
Sekretaris Dinas Perikanan Sekretaris
Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikkanan Anggotea
Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan Anggots
Kabid Pengelolaan Pembudidaya lkan Angpota
Sublmordinator Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan_ i
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Subkoordinator Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata
Pemanfaatan Air, Lahan dan Peleatarian Plasma Anggota
Nutfah =
Euhkuurdinitfr Keschatan [kan dan Lingkungan Anggota
Subkoordinator Pengendalian Mutu Pembudiyvaan Ikan Anggote
Subkoordinator Sarana dan Prasarana Perikanan Anggota
Subkoordinator Jaminan Perlindungan Usaha
Perikanan Anggota
Subkoordinator Penguatan Daya Saing Usaha
Perikanan Anggpta
Subkoordinator Peningkatan SDM Pelaku Usaha
Perikanan Angs
Subkoordinator Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Angigota
Perizinan Perikanan
Subkoordinator Kelembagaan, Pendampingan dan Abiggita
Koordinasi Penyuluhan Perikanan

| Pelaksana pada Dinas Perikanan Anggota

23. | DINAS PANGAN

Kepala Dinas Pangan Ketua
Sekretaris Dinas Pangan Sekretaris
Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Anggota
Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan A
Pangan
Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan 5 -
Pelaporan
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Subkeordinator Ketersediaan Pangan Anggota
Subkeordinator Distribusi dan Harga Pangan Anggoia

= Subkoordinator Kerawanan Pangan Angpota
Subkoordinator Penganekaragamar Konsumsi Patgan Anggota
Subkoordinator Pengembangan Pangan Lokal Anggota
BSubkoordinator Keamanan Pangan Anggota
Pelaksana pada Dinas Pangan Anggota




Nao.

JABATAN

KEDUDUKAN

Bapelitbang

DALAM TIM
1 2 3
24, | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ketua
Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sekretaris
Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan - Anggota
Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Anggota
Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas

| Perpustakaan dan Kearsipan AngEo
Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Anggota
Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ainggota
Subkoordinator Deposit dan Pelestarian Bahan
Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Anggota
Subkoordinator Promosi dan Layanan Perpustalkaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Anggota
Subkoordinator Pengembangan, Pengolahan Bahan
Pustaka dan TIK Dinas Perpustakasn dan Kearsipan Anggota
Subkoordinator Arsip Dinamis Dinas Perpustakasn —
dan Kearsipan BOia
Subkoordinator Penyelamatan dan Pelestarian Arsip At
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Subkoordinator Arslp Statis dan Layanan Informasi Ak
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan BEw
Subkoordinator Pembinaan Perpustakasn Dinas N
Perpustakaan dan Kearsipan il
Subkoordinator Pembinaan Kearsipan Dinas Anggota
Perpustakaan dan Kearsipan
Subkoordinator P:ng&waaa.n Perpustakaan dan Arisicta
Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan e
Fungsional Pustakawan Anggota
Fungeional Kearsipan Anggota
Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan Anggota
25. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
" | PENGEMBANGAN
Kepala Bapelitbang Ketua
| Sekretaris Bapelithang Sekretaris

Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan Anggota
Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelithang Anggota
Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Angzota

Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan

Lingkungan Hidup Bapelitbang Anggota
Subkoordinator Program Bapelitbang Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang Anggota
Subkoordinator Keuangan Bapelitbang Angpota
Subkoordinator Pertanian dan Perikanan Bapelitbang Anggota




KEDUDUKAN

No. JABATAN DALAM TIM
1 2 s

Subkoordinator Perindustrian, Perdagangan, UMK, -
Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang
Suhkgurﬂinamr Perencanaan dan Pendanaan Anggota
Bapelitbang

| Subkoordinator Pemerintahan Bapelitbang Anggota |
Subkoordinator Sosial Budaya Bapelitbang Anggota
Subkoordinator Sumber Daya Manusia Bapelitbang Anggota
_Euhl:nurdmatn-r Infrastruktur Bapelitbang Anggota
Subkoordinator Pengembangan Wilayah Bapelitbang Anggota
Subkoordinator Lingkungan Hidup Bapelitbang Anpgota
Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan A ta
Bapelitbang
Subkoordinator Data dan Informasi Bapelitbang Anppata
Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Anggota
Pelaksana pada Bapelitbang Angpota

" 26. | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Kepala BEFEDM Ketua
Sekretaris BKPSDM Sekretaris
Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN Anggota
?:;J]ﬂkl;ﬂrdlnamr Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Axigzcts

: Eubkq-n:jdiﬁtnr Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi .ﬁmm;uta
Manajerial ASN

Subkoordinator Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN Anpggota
Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN Anggota
Subkoordinator Kepangkatan Anggota
Subkoordinator Mutast Anggota
Subkoordinator Displin ASN Anggota
Kabid Infermasi Pengadaan dan Status PNS Anggota
Subkoordinator Status ASN Anggota
Subkoordinator Informasi ASN Anggota
Subkoordinator Formasi dan Pengadaan ASN Anggola
Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Pelaksana pada BKPSDM Anggota

27. | BADAN KEUANGAN

Kepala Badan Keuangan Hetua
‘Sekretaris Badan Keuangan Sekretaris
Subkoordinator Program dan Pelaporan Anggota
Subkoordinator Keuangan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kabid Perencanaan Anggaran Daerah Anggota




JABATAN

2

Kasubid 1 Bid, Perencanaan Anggaran Daerah Angpota
Subkoordinator EE:@_ Perencanaan Anggaran Daerah Anggota
Kasubid 3 Bid, Perencanaan Anggaran Daerah Angpota
Kabid Perbendaharaan Daerah : Anggota
Subkoordinator 1 Bid. Perbendaharaan Daerah Anggota
Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah Anggota
Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah Angpota
Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Anggota
Subkoordinator 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Anggota
Keuangan Daerah
Kasubid 2 Bid. ntansi dan Pelaporan Keuan
Daerah i 4 F i Anggota
Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah o Anggota
Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Anggota
Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah Angzota
BSubkoordinator 2 Bid, Pengelolaan Barang Milik
Daerah - ¢ Anggota
| Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah Anggota
| Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Acigiiti
Evaluasi Pendapatan Daerah i
Euhkuurdi}mtur 1 Bid. Perencanaar, Pengembangan, Aniggiti.
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah =~~~ |
Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Angeota
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Kasubid 3 Bid. Perencanaan, P:engambmgan Anggota
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah Anggota
I{auu‘-i:id 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah Anggota
Subkoordinator 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Dacrah Anggota
Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah Anggota
Pelaksana pada Badan Keuangan Anggota
28. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK _
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Ketua
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Pnlirjl-: Sekretaris
Kabid ldeclog Dan Wasbang Angoota
KahidﬁPnﬂti:l: Dalam Negeri Anggota
Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat Anggota
Suhkﬂn_‘rﬁi:a_utnr ng-'rEm dan Pelaporan Angeota
Kasubag Umnrm Dan KeEgawaian o Angpota
Subkoordinator Keuangan Anggota
Subkoordinator Bina [deolog Anggota
Subkoordinator Bina Wasbang Angpota

Subkoordinator Bintah, Eksosbud Dan Agama




Masyarakat

No. JABATAN DALAM TIM
1| - 2
glillzkmrdinamr Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Anggota
Sublmordinator HAL Dan Fasilitasi Pemilu Anggota
Subkoordinator Fasilitasi Parpal Dan Ormas Anggota
Pelaksana pada Badan Kesbangpol Anggota
29, | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kepala Pelaksana BPBD Ketua
Sekretaris BPBD Sekretaris
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Anggota
Kabid Kedaruratan dan Logistik Anggola
Kabid Rehabilitasi dan Rekonstrules Anggota
i Kasubag Program dan Pelaporan A.n@am
Kasubag Umum dan Kepegawalan Anggota
Kasubag Kenangan Anggota
Subkeordinater Pencegahan Anggota
Subkoordinator Kesiapsingaan Anggota
Subkoordinator Kedaruratan Anggota
Subkoordinator Logistik Anggota
Subkoordinator Rehabilitasi Anggota
Subkoordinator Rekonstrulsi Anggota
Pelaksana pada BPBD Anggata
30. | KECAMATAN GUGUAK
Camat Guguak Ketua
Sebkretaris Camat Guguak Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Subkoordinator Pemerintahan Anggota
Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Anggota.
Masvarakal
Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Subkoordinator Kesejahteraan Sosial Anggota
Subkoordinator Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Guguak Angpota
31, KECAMATAN PAYAKUMBUH
Camat Payaloumbuh _Ketua
Sekretaris Camat Payakumbuh Sekretaris
I-Ea_aujhag Umum dan Kepegawsaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Subkoordinator Pemerintahan . Anggota
Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Aniggiota




KEDUDUKAN
e ekl DALAM TIM
1 2 3
Subkaordinator Ketenteraman dan Ketertiban hnggn.::ta
Subkoordinator Kesejahteraan Sosial Anggota
Subkoordinator Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh Anggota
32. | KECAMATAN MUNGEA
Camat Mungka Ketua
Seloretaris Camat Mungle Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Angzota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Subkoordinator Pemerintahan Anggota
Subkoordinator Pemban ayaar
ol gunan dan Pemberd Anggota
Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Subkoordinator Kesejahteraan Scsial Anggota
. Subkoordinator Pelayanan Anggota
Pelaksana pﬂl._d;& Kecamatan Mungka Anggota
33. | KECAMATAN SULIKI
Camat Sulild Ketua
" | Sekretaris Camat Suliki Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanasn dan Evaluasi Anggota
Subkoordinator Pemerintahan Anggota
Subkoordinator Pemb nan dan Pemberdayaan
Masyarakat i — Anggota
Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Subkoordinator Kesejahteraan Sosial Anggota
Subkoordinator Pelayvanan Anggota
!_ Pelaksana pada Kecamatan Suiiki Anggota
34, | KECAMATAN BUKIK BARISAN
Camat Buldk Barisan Ketua
Sekretaris Camat Bukik Barisan Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Angpota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Angpota
Subkoordinator Pemerintahan Angpola
Subkoordinator Pemba nan dan Pemberdayaan
Masvarakat e o Anggota
Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban Angpota
Subkoordinator Kesejahteraan Sosial Anggota
Subkoordinator Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan Anggota




SARATAN DALAM TIM
I 2 a
__3!. . KECAMATAN GUNUANG OMEH

| Camat Gunuang Omeh Ketua

. Sekretaris Camat Gunuang Omeh Sekretaris

| Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Subkoordinator Pemerintahan Anggota
Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat " Anm”m
Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Sublkoordinator Kesejahteraan Sosial Anggota
Subkoordinator Pelayanan Anggota
Pelaksana p&:_ia. Kecamatan Gunuang Omeh Anggota

36. | KECAMATAN LUAK
Camat Luak Ketua
Sekretaris Camat Luak Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepepawaian Anpgota
Kasubag Keuangan Perencanean dan Evaluasi Anggota
Subkoordinator Pemerintahan Anggota
Subkeordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Anggeta
Masyarakat
Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Subkoordinator Kesejahteraan Sosial Anggota
Subkoordinator Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Luak Anggota
_ 37. | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
Camat Lareh Sapgo Halaban Ketua
Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Eubkﬂnrd_'iqr_mmr Pemerintahan Angpgota
Subkoordinator Pemb nan dan Pemberdayaan
Masyvarakat -} - Anggotn
Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Subkoordinator Kesejahteraan Sosial Anggota
Subkoordinator Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Lareh S8ago Halaban Angpola
38. | KECAMATAN HARAU

Camat Harau Ketua
Sekretaris Camat Harau Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota




EKEDUDUEAN
No. JABATAN DALAM TIM
1 2 3
Subkoordinator Pemerintahan Anpgnta
Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan An
Masyarakat s
Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Subkoordinator Kesejahteraan Sosial Anggota
Subkoordinator Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecarnatan Harau Anggota
39. | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
Camat Situjuah Limo Nagari Ketua
Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari Sekretaris
BADADAE L itk sl Kepeguopiiion Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Subkoordinator Pemerintahan Anggota
Subkoordinator Pemb d
B o caknd angunan dan Pemberdayaan Angnis
Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Eublmnr:ﬁnﬂguﬁeaqj@?;mn Sosial Anggota
Subkoordinator Pelayanan - Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari Anggota
40, | KECAMATAN AKABILURU
Camat Akabiluru Ketua
Sekretaris Camat Akabiluru Sekretaris
Kasu I:I.E‘.E Umum dan j{cp_E__gawaian Anggota
Kasubag Kenangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota

—_— Subkoordinator Pemerintaban ﬂr!gﬂl:-l
Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan —
Masyarakat .

i Subkoordinator Ketenteraman dan E_Eiﬂrtihm Anggota
Subkeordinator Kesgjahteraan Sosial Anggota
Subkoordinator Pelayanan Anggota

| Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru Anggota

41. | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
Camat Pangkalan Koto Baru Ketua
Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian o Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Bubkoordinator Pemerintahan Angpota
Subkoordinator Pemban b
Pty gunan dan Pemberdayaan Anggota
Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban Angpota
Subkoordinator Kesejahteraan Sosial Anggola




EEDUDUEAN |
erfm DALAM TIM |
2 a |
dubkoordinator Pelayanan . Anggota |
Pelaksana pads Kecamatan Pangkalan Koto Baru | Anggots |
. | KECAMATAN EAPUR IX ;
| Camat Hﬁpur X Ketus
' Sckretaris Camat Kapur 1X Sekretaris
E | Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
hasubap Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Subkoordinator Pemerintahan = __Anggota
Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan
|| Masyarakat i i Anggota
Subkoordinator Hetentl:rsman dan Ke Lcrl:lbﬂ.n Angpota
Subkoordinator Rn:sejﬁhtnrann Eua.m] Angpota
| Subkoordinator Pelayanan Anggota
Prlaksana pada Kecamatan Kapur [X Angpota

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 20 Tesemlbet 2229




